4.1

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberikan
gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas
dan fungsi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM).

Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Surabaya dapat memberikan pembekalan kepada
calon apoteker agar memiliki keterampilan dan pengalaman
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sehingga siap menjadi
tenaga farmasi yang profesional terutama terkait dengan
Pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Surabaya dapat mempersiapkan calon apoteker untuk
memasuki dunia kerja dan menjadi calon apoteker yang
profesional terutama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
Berdasarkan kasus yang didapat maka, Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan (BBPOM), pelaku usaha serta masyarakat
harus teliti memperhatikan batasan maksimal jumlah bahan yang
terkandung serta cemaran mikroba dalam sediaan farmasi seperti
produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan,kosmetik dan

juga sediaan pangan.
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4.2 Saran

l.

Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) dapat dilakukan secara luring, sehingga mahasiswa
calon Apoteker dapat berpartisipasi dan melihat secara langsung
peran Apoteker dalam mengontrol kualitas, mutu, keamanan
sediaan farmasi dan pangan.

2. Perlu dilakukan peningkatan perihal pemberian informasi
kepada masyarakat terkait problematika yang sedang terjadi saat
ini, dengan melakukan iklan dalam bentuk animasi yang dapat
ditayangkan di televisi maupun media sosial BPOM. Pada
anggota masyarakat yang berdomisili jauh dari perkotaan,
informasi dapat disajikan melalui pemajangan spanduk atau
poster serta dapat dilakukan melalui metode penyuluhan atau

sosialisasi.
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